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  ABSTRAKSI
Yang melatarbelakangi dalam Penyusunan Skrispi ini adalah bahwa perpindahan atauxperalihanxhakxmilik atasxtanah berdasar darixwarisan di Kabpaten Wonogiri khususnya masih banyak yang belum didaftarkan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk Pelaksanaan Undang-UndangxNomorx5 Tahunx1960 Pasalx20 dalamxperalihanxhakxatasxtanah berdasarkan warisan di Kantor PertanahanxKabupatenxWonogiri  dan juga untukxmengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perakihan hakxatasxtanah tersebut.

Dalam melakukan penelitian penulis memakai jenis peneltian deskripstif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Jenisxdataxyang digunakanxdalam penyusunan karya ilmiah ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan datanya adalah dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi serta dengan teknik studi pustaka. Analisis data yang dipakai analisis data kualitatif dengan model interaktif dengan berbagai narasumber. yang ada.
 Hasil dari penelitian atau analisis dari penelitian karya ilmiah ini adalah bahwa Pelaksanaan maupun proses peralihanxhakxatasxtanah karenaxwarisan dibuktikanxdenganxsuratxwasiat yang dibuat oleh kepala desa atau kelurahan, tetapi bisa juga dengan pembuatanxakta tanah yang dihadapkanxPPAT. PelaksanaanxUndang-UndangxNomor 5xTahun 1960xPasalx20 dalam peralihan hakxatas tanahxberdasarkan warisanxyang dilaksanakanxdi KantorxPertanahan KabupatenxWonogiri oleh petugasxdimaksimalkanxyangxmelakukanxkegiatan pelayananxpensertipikatanxtanah hinggaxmenjadi sertifikatxdenganxjaminan kepastianxhukum. Faktor-faktorxpenghambat dalam peralihan hak milik atas tanah  karena warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, diantaranya adalah : a) Hambatan dari Masyarakat, diantaranya belumxlengkap syaratnya, terlalu kecil tanahnya, tingkat ekonomi yang rendah, dan kurangnyaxsuratxbukti pemilikanxtanah. b)  Hambatan darixkantor pertanaha, diantaranya, yaitu tidak lengkapnya berkas-berkas permohonan, dan juga syarat   yang   diajukan   terdapat pemalsuan tanda tangan.  
Kata kunci : Pelaksanaan UUxNo. 5xTahunx1960, Pasalx20, Peralihan Hak ,TanahxWarisan 
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  ABSTRACTION

The background in the Preparation of Skrispi is that the transfer or transfer of property rights to land based on the heritage in Wonogiri Kabpaten in particular therexare stillxmanyxwho havexnot been registered. The purpose of writing this thesis is for thexImplementation of LawxNo. 5 of 1960xArticle 20 in the transfer of land rights based on inheritance in the Wonogiri Regency Land Office and also to know the factors that become obstacles in the implementation of the silvering of land rights.

In conducting the study the authors used a type of descriptive research with empirical juridical researchxapproach. The types of data used in the preparation of this scientific work are in the form of primaryxdata and secondary data. Thextechniquesxused to collect the dataxare by interview techniques, documentation techniques as well as with library study techniques. Data analysis used qualitative data analysis with interactive models with various sources. existing one.

 The result of research or analysis of this scientific work research is that the implementation and process of transfer of land rights because the inheritance is proven by a will made by the head of the village or village, but it can also be by the making of land deed faced PPAT. Implementation of Law No. 5 of 1960 Article 20 in the transfer of land rights based on inheritance carried out at the Wonogiri Regency Land Office by maximized officers who conduct land protection services activities to become certificates with the guarantee of legal certainty. Inhibitory factors in the transfer of property rights to land due to inheritance in the Wonogiri Regency Land Office, including: a) Obstacles from the Community, including incomplete conditions, too small land, low economic level, and lack of evidence of land ownership. b) Obstacles from the pertanaha office, among others, namely the incomplete application files, and also the conditions proposed there is a forgery of signatures.  
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A. Latar Belakang Masalah
Latar belakang dari penyususnan atau penulisan skripsi ini adalah bahwa masyarakat di Kabupaten Wonogiri dalam melakukan peralihan atau pemindahan hak atas tanah karena warisan mempunyai  suatu tujuan agar  tanah yang telah dipunyai atau dimiliki oleh orang tua mereka mendapatkan suatu pengakuan dari tanah yang mereka miliki, atau tanah tersebut mendapatkan suatu jaminan hukum tetap, sehingga apabila tanah mereka meiliki jaminan, kepastain hukum atau  pengakuan hukum, maka mereka dapat merasa merasa tenang, hal ini karena haknya dapat terpenuhi dengan aman. 
B. LandasanxTeori
1. PengertianxHakxatasxTanah 
Pengertian atauxdefinisixdari hakxatasxtanah ini adalah bahwa hak atanh yang ada di negara Indonesia adalah hak Hak Milik, Hak Guna Usaha,xHakxGunaxBangunan, HakxPakai, HakxSewa, HakxMembuka Tanah, dan HakxMemungutxHasil Hutan, serta Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hakxtersebutxdi atas yangxakanxditetapkan dengan undang – undang. 
2. Pengertian peralihan hak 
Definisi dari peralihan hakxadalah suatu terjadinya suatu peristiwa berpindahnya hak tasa tanah dari pihak pertama karena terjadinya suatu hal tertentu, bisa karena peristiwa hukum atau perbuatan hukum, salah satu contohnya adalah berpindahnya hak atas tanah tersebut karena suatu peristiwa hukum pemilik pertama telah meninggal dunia dan dialihkan ke ahli warisnya.

3. Pengetian HukumxWaris
Hukumxwarisxialah hukum yangxmengatur tentangxperalihan hartaxkekayaan yangxditinggalkan dari seseorangxyang telah meninggal dunia . Pada asasnya hanya hak atau  kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.
4. DasarxHukumxPendaftaranxhakxkarenaxwarisan
1) Psl 33 ayat (3) UU Dasar 1945.

2) UU No. 5 Tahun 1960, Psl 23 & Psl  26

3) PP No. 24 Th 1997 Psl 37, 39, 42,  & Psl 45.

C. Metode Penelitian
Penelitian yang mengambil judul tentang tanah warisan ini dalam melakukan penelitian penulis memakai jenis peneltian deskripstif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian Deskriptif dapat berarti penelitianxyang akan memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan manusia, juga keadaan lainnya, yang bertujuan untuk mempertegas hipotesa yang ada, supaya dapat memperkuat atau mempertajam teori-teori lama, sehingga hal tersebut ddapat dipakai acuan untuk menyusun kerangka teori-teori baru. sedangkan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan bahwa penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi atau dua segi, dari segi yuridus dan dari segi empiris, kalau dari segi yuridis mengacu atau melihat dari perundang-undangan yang ada, sedangkan jika dari segi empiris yaitu pelaksanaannya di lapangan atau pelaksanaannya oleh Badan Pertanahanan tersebut. Jenisxdata yangxdigunakan dalam penyusunan karya ilmiah inixadalahxberupa dataxprimer dan dataxsekunder. Kemudian Dalam penyusunan ini Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan datanya adalah dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi serta dengan teknik studi pustaka, yaituxdengan mempelajarixbuku-buku yang relevan dengan penelitian juga peraturan UU yang mendukungnya. Sedangkan analisisxdata yang dipakaixdalam penelitianxini adalah dengan menggunakanxanalisis data kualitatifxdengan model interaktif dengan berbagai narasumber. yang ada.
D. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 dalam peralihan hakxatasxtanah berdasarkanxwarisan di Kantor Pertanahan KabupatenxWonogiri
Proses atau prosedur dalam peralihan atau pemindahan tanah yang berdasarkan warisan ini dapat dilaksanakan apabila dapat dibuktikan adanya suatu suratxketeranganxwaris yang dibuat dan di sahkan oleh KepalaxDesa /Kelurahan  mengatahui bapak Camat. Selain itu bisa juga dengan pembuatan akta tanah yang dihadapkan PPAT. Sedangkan kegiatan dalam proses  permohonan hak atas tanah harus ada data-data maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diperlukan untuk menunjang kelancaran dalam proses peralihan hak atas tanah karena warisan. Proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris yang dilaksanakan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri bisa dimaksimalkan, yang dimaksut dimaksimalkan disini adalah  dalam hal melakukan kegiatan pelayanan pensertipikatan tanah sehingga dalam proses peralihan hak yang diajukan bisa menjadi sertifikat dengan jaminan kepastian hukum.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peralihan hak milik atas tanah  karena warisan khususnya di KantorxPertanahanxKabupaten Wonogiri, diantaranya adalah :  
a. Hambatan dari Masyarakat, diantaranya belum lengkap syaratnya, terlalu kecil tanahnya, tingkat ekonomi yang rendah, dan kurangnya surat bukti pemilikan tanah. 
b. Hambatan darixkantor pertanaha, diantaranya, yaitu tidakxlengkapnya berkas-berkas permohonan, dan juga syarat   yang   diajukan   terdapat pemalsuan tanda tangan. 

Upaya   yang   dilakukan  adalah : 
a. Masyarakat harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.. 
b. Pihak kantor pertanahan dengan melakukan  penyuluhan  secara rutin dan 
c. Meningkatkan kualitas para pegawai yang ada pada kantor pertanahan, serta Kalau ada masalah tentang pertanahan seharusnya diselesaikan  secara  intern  terlebih  dahulu  oleh  para  pihak yang  merasa  keberatan
E. Kesimpulan

Hasil dari penelitian atau analisis dari penelitian karya ilmiah ini adalah bahwa Pelaksanaan maupun proses peralihan hak atas tanah karena warisan dibuktikan dengan surat wasiat yang dibuat oleh kepala desa atau kelurahan, tetapi bisa juga dengan pembuatan akta tanah yang dihadapkan PPAT. Pelaksanaan Undang-UndangcNomor 5cTahun 1960 Pasalc20cdalam peralihanchakcatasctanah berdasarkan warisan yang dilaksanakancdicKantor PertanahancKabupaten Wonogiricoleh petugas dimaksimalkan yang melakukan kegiatan pelayanan pensertipikatanctanah hinggacmenjadi sertifikat dengan jaminan kepastian hukum.

Faktor-faktor penghambat dalam peralihanchak milikcatasctanah  karena warisancdi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, diantaranya adalah : a) Hambatancdari Masyarakat, diantaranya belum lengkapcsyaratnya, terlalu kecil tanahnya, tingkatcekonomi yang rendah, dan kurangnya surat bukti pemilikan tanah. b)  Hambatancdari kantor pertanaha, diantaranya, yaitu tidak cerkas-berkas permohonan, dan juga syarat   yang   diajukan   terdapat pemalsuan tanda tangan. 

Upaya   yang   dilakukan  adalah : a) Masyarakat harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.. b) Pihak kantor pertanahan dengan melakukan  penyuluhan  secara rutin dan c) Meningkatkan kualitas para pegawai yang ada pada kantor pertanahan, serta Kalau ada masalah tentang pertanahan seharusnya diselesaikan  secara  intern  terlebih  dahulu  oleh  para  pihak yang  merasa  keberatan.
F. Saran

Saran penelitian ini sebagai  berikut :

1. Hendaknya Pemerintah segera menyusun dan juga mngesahkan suatu peraturan hukum waris yang berlaku dalam skala nasional, hal ini bertujuan agar bisa meminimalisir perselisishan-perselisihan tentang harta warisan yang kerap terjadi di masyarakat.
2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan kepastian hak serta terwujudnya Catur Tertib di bidang pertanahan, maka pejabat pertanahan Kabupaten Wonogiri perlu meningkatkan kegiatannya dalam memberikan penyuluhan hukum dibidang pertanahan serta meningkatkan kegiatannya didalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat..
3. Kepada Masyarakat, hendaknya masyarakat yang belum mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya berdasarkan warisan supaya segera mensertipikatkan tanahnya di KantorcPertanahan  KabupatencWonogiri , mengingat betapa pentingnya sertipikat hak atas tanah, karena dengan adanya sertipikatchak atasctanah pemegangchak mempunyai kedudukancyang kuat dan dapatcmengurangi timbulnya perselisihancdi antara ahlicwariscdi kemudian hari.
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